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Abstrak  

Pengelolaan dana sarana dan prasarana di tingkat kelurahan merupakan instrumen krusial dalam mempercepat pembangunan 

infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh 

akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kualitas pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan di wilayah 

Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Urgensi penelitian ini berangkat dari fenomena pentingnya penerapan 

prinsip good governance dalam memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian penjelasan (explanatory research). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di berbagai kelurahan di Kecamatan Murung Pudak dengan jumlah total 52 orang. 

Mengingat populasi yang terbatas, peneliti menerapkan teknik total sampling atau sensus, di mana seluruh anggota populasi 

dijadikan responden penelitian untuk mendapatkan gambaran data yang akurat dan representatif. Instrumen utama 

pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur yang diukur menggunakan skala Likert. Data yang terkumpul kemudian diuji 

melalui analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

simultan, variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

dana sarana dan prasarana kelurahan. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. Disarankan bagi pemerintah kelurahan di Kecamatan Murung Pudak untuk terus memperkuat sistem 

keterbukaan informasi serta mengoptimalkan fungsi pengawasan internal. Peningkatan kapasitas ASN dalam hal pelaporan 

keuangan yang akuntabel sangat diperlukan agar pengelolaan dana ke depannya menjadi lebih efektif, efisien, dan 

memberikan dampak nyata bagi pembangunan sarana fisik di masyarakat. 

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Pengelolaan Dana, Kelurahan.

1. Latar Belakang 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Halim (2018), keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan 

oleh kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan serta mengelola belanja secara efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan merupakan bagian penting 

dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 

2018. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, sehingga 

menuntut adanya tata kelola yang baik (good governance) yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan 

pengawasan (Mardiasmo, 2018). Namun demikian, fenomena empiris di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten 

Tabalong menunjukkan bahwa meskipun total anggaran sarana dan prasarana kelurahan tahun 2025 mencapai 

Rp3,04 miliar dan telah dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan, masih terdapat beberapa 

permasalahan mendasar. Pertama, dari aspek akuntabilitas, pelaporan kinerja masih bersifat administratif dan 

belum sepenuhnya berbasis outcome, sehingga belum mampu menggambarkan keberhasilan program secara 

komprehensif. Hal ini bertentangan dengan konsep akuntabilitas publik yang menekankan pertanggungjawaban 

kinerja kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Kedua, dari aspek transparansi, keterbukaan informasi kepada 

masyarakat masih terbatas, khususnya terkait rincian penggunaan anggaran dan hasil kegiatan. Kondisi ini 

menunjukkan belum optimalnya implementasi teori transparansi yang menekankan akses informasi publik secara 

terbuka dan tepat waktu (Krina, 2003). Ketiga, dari aspek pengawasan, masih ditemukan lemahnya pengawasan 

baik internal maupun eksternal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring. Menurut Siagian 
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(2014), pengawasan yang efektif merupakan kunci dalam mencegah penyimpangan dan memastikan tercapainya 

tujuan organisasi. Secara teoritis, hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap 

pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan melalui teori good governance dan agency theory. Dalam perspektif 

agency theory, pemerintah bertindak sebagai agen yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik 

kepada masyarakat sebagai prinsipal. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan menjadi 

instrumen penting dalam meminimalkan asimetri informasi dan potensi penyimpangan. 

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Hermansyah et al. (2018) dan Mulkhadimah (2022) 

menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik. Sementara itu, 

Kushartiningsih (2021) menyatakan bahwa transparansi dan pengawasan juga berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pelayanan. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi variabel-variabel tersebut belum 

konsisten dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Research gap dalam penelitian 

ini terletak pada adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, 

dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus 

pada tingkat pemerintah daerah atau OPD, sehingga kajian spesifik pada pengelolaan dana sarana dan prasarana 

di tingkat kelurahan masih terbatas. Kajian yang menjadikan kecamatan sebagai unit analisis juga relatif minim, 

khususnya di Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti 

empiris yang lebih spesifik dan kontekstual terkait peran akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam 

pengelolaan dana kelurahan. 

2. Landasan Teori 

2.1 Akuntansi Keuangan Publik 

Keuangan publik atau keuangan negara merupakan seluruh aktivitas finansial pemerintah yang mencakup hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa penerimaan, pengeluaran, maupun pengelolaan 

kekayaan negara dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara mencakup 

seluruh sumber daya keuangan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kekayaan negara 

yang dipisahkan maupun yang dikuasai pemerintah. 

Menurut CST Kansil (2017) dan Tjandra (2019), keuangan publik tidak hanya mencakup aspek anggaran, tetapi 

juga pembiayaan yang berkaitan dengan utang dan piutang negara serta rencana keuangan pemerintah dalam satu 

periode anggaran. Pengelolaan keuangan negara dapat ditinjau dari empat pendekatan, yaitu obyek, subyek, proses, 

dan tujuan, yang semuanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya negara untuk kepentingan publik. 

2.2 Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah atau pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Mardiasmo (2018), Halim (2018), dan Mahmudi (2019), akuntabilitas mencakup proses pelaporan, 

pengungkapan, serta pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang berhak 

menerima informasi tersebut. Akuntabilitas publik memiliki beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas hukum dan 

kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. 

Kelima dimensi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan keuangan, tetapi juga 

proses, kebijakan, serta hasil program yang dijalankan pemerintah. Selain itu, akuntabilitas dibedakan menjadi 

akuntabilitas vertikal yang bersifat hierarkis kepada atasan, serta akuntabilitas horizontal yang ditujukan kepada 

masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas melalui beberapa tahapan seperti pelaporan, pencarian 

informasi, penilaian, serta pengendalian oleh publik. Indikator utama akuntabilitas mencakup kejujuran, 

kepatuhan terhadap prosedur, efektivitas program, serta pertanggungjawaban kebijakan dan keuangan yang 

diambil pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 

2.3 Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, jujur, dan mudah diakses 

oleh masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya publik. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, transparansi merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait 

penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2018), Agoes dan Ardana (2019), serta Renyowijoyo 
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(2019), transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta 

pelaporan keuangan pemerintah. Transparansi juga menjadi salah satu prinsip good governance yang bertujuan 

membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip transparansi menekankan 

akses informasi yang mudah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi juga mencakup mekanisme pengaduan, keterbukaan 

informasi publik, serta kerja sama dengan media dan lembaga pengawas. Indikator transparansi meliputi 

penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, serta peningkatan arus 

informasi melalui media dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting 

dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel 

2.4 Pengawasan 

Pengawasan merupakan proses manajerial yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan 

sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Menurut berbagai ahli seperti Siagian 

(2017), Mangkunegara (2017), dan Robbins & Coulter, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, 

tetapi juga sebagai upaya menjamin efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Proses pengawasan mencakup 

kegiatan penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan korektif 

apabila terjadi penyimpangan. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai 

rencana, mengidentifikasi kesalahan atau hambatan, meningkatkan efisiensi kerja, serta mencegah terjadinya 

penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kinerja organisasi 

secara berkelanjutan. Indikator pengawasan menurut Robbins & Coulter meliputi penetapan standar, pengukuran, 

perbandingan hasil, dan tindakan korektif. 

2.5 Pengelolaan Dana Sarana dan Prasarana Kelurahan 

Kelurahan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki tugas menyelenggarakan 

pemerintahan di wilayahnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari camat. Berdasarkan regulasi seperti PP 

No. 17 Tahun 2018, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana 

kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. Dana kelurahan bersumber dari dana perimbangan APBN dan APBD 

yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. 

Pengelolaan dana kelurahan bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan kelurahan, meningkatkan 

partisipasi masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pembangunan. Pengelolaan keuangan kelurahan mencakup 

proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan 

berdasarkan prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. 

Lurah berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan yang dibantu oleh perangkat teknis dalam 

pelaksanaannya.Indikator pengelolaan keuangan kelurahan meliputi perencanaan melalui musyawarah, 

pelaksanaan sesuai APB, penatausahaan secara sistematis oleh bendahara, serta pertanggungjawaban melalui 

pelaporan realisasi anggaran kepada pemerintah daerah 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran data secara numerik melalui 

survei atau kuesioner. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif, 

terstruktur, dan dapat digeneralisasi. Data dikumpulkan menggunakan instrumen angket, kemudian dianalisis 

secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

pengaruh akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan pengawasan (X3) terhadap pengelolaan dana sarana dan 

prasarana kelurahan (Y) di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong berdasarkan teori yang relevan. Jenis 

data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berbentuk angka serta data kualitatif sebagai pendukung berupa 

deskripsi. Data kuantitatif digunakan untuk analisis statistik, sedangkan data kualitatif digunakan untuk 

memperdalam pemahaman hasil penelitian. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari 

responden ASN di kelurahan Kecamatan Murung Pudak, serta data sekunder yang berasal dari dokumen, profil 

kecamatan, struktur organisasi, dan data pendukung lainnya. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN pada kelurahan di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten 

Tabalong yang berjumlah 52 orang. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka digunakan teknik total 

sampling, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber, observasi dilakukan dengan pengamatan 

langsung di lokasi penelitian, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung, sedangkan studi 

pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur, jurnal, dan referensi terkait penelitian. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan uji variabel dominan.Adapun sumber data dalam 

penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden melalui teknik observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner (Ibrahim, 2019:69). Sementara itu, 

data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen, arsip, serta laporan 

yang tersedia pada Dinas KP3H Kabupaten Tabalong (Bungin, 2018:122). 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

4. Hasil dan Diskusi 

4.1 Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), pengawasan 

(X3), dan pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan (Y) dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai r 

hitung seluruh item yang lebih besar dari r tabel (0,2732) serta nilai signifikansi < 0,05. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

 
Sumber: Data Diolah 2026 

4.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang tehadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. 

Pengukuran reabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji 

statistik Cronbach Alpha (a). Reliabilitas suatu konstruk dikatakan baik jika memiliki nilai cronbach’s alpha > 

0,60. 
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Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

 
Sumber: Data Diolah 2026 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau 

tidak. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Normal P-P Plot, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar dan 

mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

Untuk memperkuat hasil tersebut, digunakan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data variabel 

akuntabilitas (X1), transparansi (X2), pengawasan (X3), dan pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan 

(Y) berdistribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual antar 

pengamatan. Berdasarkan hasil scatterplot, titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol serta 

tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model 

regresi layak digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam 

model regresi. Hasil analisis menunjukkan nilai tolerance seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 

kurang dari 10, yaitu akuntabilitas (tolerance 0,233; VIF 4,286), transparansi (0,499; VIF 2,004), dan pengawasan 

(0,243; VIF 4,119). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen, sehingga 

model regresi memenuhi asumsi dasar dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

4. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas (X1), transparansi 

(X2), dan pengawasan (X3) terhadap pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan (Y) di Kecamatan Murung 

Pudak Kabupaten Tabalong. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 26 ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 3. Analisis Regresi Berganda 

 

Sumber : Data Diolah 2026 

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 9,014 + 0,380X1 + 0,529X2 + 0,349X3 
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Hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan secara sederhana bahwa nilai konstanta sebesar 9,014 menunjukkan 

bahwa jika variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan, maka nilai pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan adalah sebesar 9,014. 

Selanjutnya, koefisien akuntabilitas (0,380) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan akuntabilitas 

akan meningkatkan pengelolaan dana sebesar 0,380, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien transparansi 

(0,529) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan transparansi akan meningkatkan pengelolaan dana 

sebesar 0,529. Sementara itu, koefisien pengawasan (0,349) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan 

pengawasan akan meningkatkan pengelolaan dana sebesar 0,349, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. 

4.4 Uji Hipotesis Penelitian 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan pengawasan 

(X3) secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan (Y). Dasar pengambilan 

keputusan adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. 

Tabel 4 

 
Sumber: Data Diolah 2026 

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya, 

akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana 

sarpras kelurahan. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 

perubahan pada pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan di Kecamatan Murung Pudak. 

2. Uji t 

Tabel 5 

 
Sumber: Data Diolah 2026 

Berdasarkan tabel diatas bahwa Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana 

sarpras dengan nilai sig 0,023 < 0,05 dan thitung  2,355 > 2,01063, yang mengindikasikan bahwa semakin baik 

pertanggungjawaban yang dilakukan maka kualitas pengelolaan dana akan semakin meningkat. Hal yang sama 

ditemukan pada variabel Transparansi (X2) yang memiliki pengaruh positif dan signifikan (sig 0,021 < 0,05 dan 

thitung 3,811 > 2,01063), di mana keterbukaan informasi terbukti mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran. 

Selain itu, variabel Pengawasan (X3) juga memberikan kontribusi positif dan signifikan (sig 0,041 < 0,05 dan 

thitung 2,103 > 2,01063) yang menegaskan bahwa kontrol yang efektif akan memperbaiki tata kelola dana sarpras; 

dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial ketiga variabel tersebut memiliki peran krusial dalam 

meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sarpras di tingkat kelurahan. 

4.5 Variabel Dominan 

Uji dominan digunakan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan dana sarpras 

kelurahan berdasarkan nilai Standardized Coefficient (Beta). Berdasarkan hasil tabel 5  diatas, variabel 

transparansi (X2) memiliki nilai beta tertinggi yaitu 0,546, sehingga merupakan variabel yang paling dominan 

mempengaruhi pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan 

bahwa akuntabilitas sebagai variabel dominan ditolak, dan sebaliknya transparansi menjadi faktor paling dominan 

dalam penelitian ini 
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Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa tata kelola dana sarana dan prasarana (sarpras) di 

Kelurahan Kecamatan Murung Pudak sangat bergantung pada tiga pilar utama: Akuntabilitas, Transparansi, dan 

Pengawasan. Melalui uji simultan (Uji F), ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dana. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan 

pada salah satu aspek saja tidaklah cukup; diperlukan integrasi yang solid antara pertanggungjawaban, keterbukaan 

informasi, dan mekanisme kontrol untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan kualitas 

pembangunan di tingkat kelurahan. Hal ini selaras dengan prinsip good governance yang dikemukakan oleh 

Mardiasmo (2018), di mana sinergi ketiga aspek tersebut akan menciptakan kepercayaan publik yang lebih kuat. 

Secara parsial, Akuntabilitas (X1) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana sarpras. 

Berdasarkan jawaban responden, praktik akuntabilitas di lokasi penelitian dinilai sudah berjalan cukup baik, 

ditandai dengan penyusunan laporan keuangan secara periodik dan kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi 

anggaran. Temuan ini mendukung teori Mahmudi (2019) dan sejalan dengan penelitian Syahputri (2023) yang 

menegaskan bahwa semakin tinggi tanggung jawab pemerintah dalam melaporkan kinerjanya, semakin tertib pula 

administrasi keuangan yang dihasilkan. Meski demikian, konsistensi dalam pelaporan tetap menjadi catatan 

penting untuk terus ditingkatkan. 

Selanjutnya, variabel Transparansi (X2) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, bahkan tercatat 

sebagai variabel yang paling dominan dalam memengaruhi kualitas pengelolaan dana sarpras. Hasil ini 

menggambarkan bahwa kemudahan akses informasi bagi masyarakat merupakan faktor strategis dalam 

mendorong partisipasi publik dan mencegah terjadinya korupsi. Dominasi transparansi dalam penelitian ini 

memperkuat studi Prasetya dan Putri (2023) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar 

kewajiban administratif, melainkan instrumen utama dalam menciptakan tata kelola yang efektif. Ketika 

masyarakat dapat memantau aliran dana dengan mudah, maka akuntabilitas pemerintah kelurahan secara otomatis 

akan terjaga. 

Di sisi lain, Pengawasan (X3) turut memberikan kontribusi positif yang signifikan. Keberadaan mekanisme 

kontrol, baik secara internal melalui evaluasi berkala maupun eksternal melalui pengawasan masyarakat, terbukti 

mampu memastikan penggunaan dana tetap berada pada koridor aturan yang berlaku. Meskipun secara empiris 

pengawasan sudah berjalan, penelitian ini mencatat perlunya penguatan fungsi preventif dan korektif agar 

pengawasan tidak hanya bersifat formalitas. Temuan ini sejalan dengan pandangan Arifin (2020) dan penelitian 

Rahmawati (2022), namun memberikan sudut pandang yang berbeda dari temuan Sugiharti (2021), yang 

menunjukkan adanya variasi efektivitas implementasi pengawasan di berbagai daerah. 

Sebagai kesimpulan, pengelolaan dana sarpras di Kecamatan Murung Pudak harus dilakukan melalui pendekatan 

yang terintegrasi. Penguatan transparansi sebagai faktor dominan perlu didukung oleh sistem akuntabilitas yang 

akurat serta pengawasan yang berkelanjutan. Secara teoritis dan empiris, penelitian ini menegaskan bahwa untuk 

mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, pemerintah kelurahan wajib meningkatkan komitmen pada 

pelaporan yang jujur, keterbukaan informasi publik, dan pemantauan yang ketat guna mewujudkan tata kelola 

keuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana sarana dan prasarana kelurahan di Kecamatan Murung 

Pudak, Kabupaten Tabalong. Ketiga variabel tersebut merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola 

keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Secara parsial, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan masing-

masing terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana. Akuntabilitas mendorong tertibnya 

pertanggungjawaban dan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Transparansi meningkatkan 

keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta kepercayaan publik. Sementara itu, pengawasan berperan 

dalam memastikan penggunaan dana sesuai aturan serta meminimalkan potensi penyimpangan. Di antara ketiga 

variabel tersebut, transparansi merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi pengelolaan dana. Hal 

ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam menciptakan pengelolaan dana yang 

berkualitas, akuntabel, dan partisipati Pemerintah kelurahan disarankan untuk mengoptimalkan transparansi 

sebagai faktor dominan melalui penyediaan informasi keuangan yang terbuka, mudah diakses, dan berkelanjutan. 

Selain itu, akuntabilitas perlu diperkuat melalui penyusunan laporan yang konsisten dan sesuai standar, serta 

pengawasan harus ditingkatkan secara sistematis untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Pemerintah 

daerah perlu menetapkan kebijakan yang mendorong penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana 
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kelurahan, terutama melalui pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi, standarisasi prosedur 

pengelolaan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi pengembangan kajian di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengelolaan 

dana di tingkat pemerintahan lokal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji variabel lain seperti partisipasi 

masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya model 

penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi jumlah 

sampel maupun wilayah penelitian, serta mempertimbangkan penggunaan metode campuran (mixed methods) agar 

diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengakses 

informasi dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana kelurahan, sehingga tercipta kontrol sosial yang 

efektif dan mendorong peningkatan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. 
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